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ABSTRAK

Kajian mengenai jual beli memang telah banyak dibahas dalam hukum Isiam,
namun masih sedikit yang membahas jual beli lelang, seperti yang ada di TPI
Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, para nelayan bersaing dalam menghasilkan
produk terbaik perikanan dan TPl sebagai lembaga pemerintah yang membantu
nelayan memasarkan produknya, serta bakul ikan yang juga membantu
mendistribusikan langsung ke konsumen, terjadilah suatu rangkaian kegiatan
ekonomi yaitu jual beli ikan secara lelang.

Ekonomi Islam dilandasi atas kebebasan ekonomi yang terkontrol dengan
norma-norma dan etika agama. Ekonomi Islam juga dibangun atas keseimbangan hak
dan kewajiban dari masing-masing individu. Jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap mungkin telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
oleh pemerintah, namun apakah hal tersebut juga sesuai dengan aturan-aturan yang
ada dalam hukum Islam?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
normative, yaitu menilai apakah prekick jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma dalam
hukum Islam. ‘

Berdasarkan metode tersebut praktek jual beli-lelang di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap ditinjau dari segi pelaku akad, segi barang dan harga,
segi biaya lelang, segi pembayaran dan penyerahan barang pada dasarnya tidak
bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
f Alif tidak dilambangkan
- B2’ b be
o Ta' t te
< Sa § es titik atas
d Jim J je
z Ha' h ha titik di bawah N
c Kha' kh ka dan ha
a Dal d de
k) Zal z _ zet titik di atas
J R&’ T 7 er
) Zai ] z ‘ zet
BT Sin s es
3" Syin sy | es dan ye
o Sad $ es titik di bawah
.- Dad d de titik di bawah
b Ta t te titik di bawah
§H) 7z | z zet titik di bawah
d 'Ayn s S koma terbalik (di atas)

viti



Gayn g ge

e

Fa' f ef

Qaf q qi

e | G
z
=
9

dJ Lam i el
e Mim m em
O Niin n en
) Waw w we
> Ha' h ha
& Hamzah 4.5 apostrof
S Ya y ye

II. Konsonan rangkap karena rasydid ditulis rangkap:

-

Cpianie ditulis muia‘aqqidin
LAY ditulis “iddah
1. Ta' marbitah di akhir kata.

1. Bila dimatikan;.ditulis h:

-

4 ditulis hibah
CERN ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Al daes | gitulis ni'matullah
Dbl S5 gitulis zakat al-fitri

IV. Vokal pendek:

I

___(fathah) ditulis a contoh D ya  ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh a8 ditulis fuhima

_"(dammah) ditulis ucontoh <8  ditulis kuiba
V. Vokal panjang:
1. Fathah + alif, ditulis 3 (garis di atas)
als ditulis Jjahiliyydh
2. Fathah + alif maqgr, ditulis a (garis di atas)
s ditulis yas'a
3. Kasrah + ya mati, ditulis 1 (gars di atas)
L ditulis majid.
4. Dammah + wawmati, ditulis G (dengan garig di atas)
Uay A ditulis furid
VI. Vokal rangkap:
1. Fathah + ya mati, ditulis ai
o ditulis bainakum

2. Fthah + wau mati, ditulis au



djs ditulis qaul

VIL. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
933" ditulis a’anivm
Cuel ditulis w'iddat
ASEOT ditulis la'in syakartum

VIIIL Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

O Al ditulis al-Qur'an
kil ditulis al-Qiyis

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

el ditulis asy-syams
elaudl ditulis as-sama’
IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan, sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurmnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya
uag il (s 9 ditulis 2awi alfurid
aull Jal ditulis ahl as-surnah
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai
keperluan hidup, telah disediakan Allah Swt berbagai benda yang dapat
memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang
beragam tersebut tidak mungkin diprodpksi sendint oleh individu yang
bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.
Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang
tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan
kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak teljadl ketimpangan
sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial) untuk mencapai
keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang
dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun
kepentingan masyarakat’

Apabila-dicermati dalam kehidupan schari-hari terdapat beberapa
aturan atau norma hidup, baik berupa noma sosial yang bertumpu pada
adat istiadat atau norma formal yang bersumber dari hukum positif
maupun kaidah syar'iyah yang berlandaskan pada ajaran agama, yang

bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup umat manusia. |

! Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 4.
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Salah satu dari sekian banyak ketentuan yang berkaitan dengan
kehidupan manusia sehari-hari adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
propinsi Jawa Tengah No.16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan
Tkan.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah
tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan

Di Kabupaten Cilacap terdapat 7 buah TPl yang tersebar di
pantai selatan Cilacap. Di antaranya adalah TPI Pelabuhan Perikanan
Samudra Cilacap yang resmi beroperasi sejak tahun 1994, kendat
tergolong masih baru dibandingkan dengan TPI lain yang ada di
kabupaten Cilacap, TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap adalah
TPI terbesar dan terlengkap fasilitasnya.”

Maksud /dan - tujuan /\diadakan | TPI | adalab>y 'memperlancar
pelaksanaan penyelenggaraan | lelang;, mengusahakan stabilitas  harga
ikan, meningkatkan taraf hidup/‘dan (kes¢jahteraan | nelayan, serta

meningkatkan pendapatan daerah.*

? Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat
Pelelangan Ikan, Bab I Pasal 19. ‘

¥ Wawancara dengan Rochmat ( Kepala Bagian Tata Operasional), di Pelabuhan
Perikanan Sammudra Cilacap, tanggal 18 Desember 2005. ‘

* Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat |
Pelelangan Ikan, Bab II Pasal 2.



Pentingnya lembaga pelelangan disesuaikan dengan sifat ikan
yang cepat rusak, yang harus segera tetjual, pada tingkat harga yang
wajar. Pentingnya lembaga pelelangan ikan laut di Indonesia apabila
disadari bahwa: keadaan ekonomi scbagian besar nelayan masih lemah
dengan hasil produksi mereka yang relatif besar pada musim ikan dan
daerah/tempat pendaratan ikan berjavhan dari sebagian besar daerah
konsumen yang disertai dengan komunikasi yang kurang lancar.

Disamping kelancaran proses penjualan pada tingkat harga yang
wajar, keuntungan lainnya yang dapat di peroleh dari adanya lembaga
pelelangan ikan di daerah produksi adalah: Pemerintah dan lembaga
yang berkepentingan lainnya dapat mengetahui/mengumpul keterangan
produksi perikanan dengan mudah, Pemerintah Daerah dapat menark
retribusi di sektor perikanan scbagai salah satu sumber pendapatan
daerah’

Adapun pelaksanaan pelelangan ikan yang terjadi di TPI
Pelabuhan - Perikanan ' Samudra Cilacap dapat_digambarkan, sebagai
berikut:

Persiapan lelang’ adalah /hal pertama’ yang dilakdkan sebelum
transaksi lelang dimulai. Pada tahap persiapan ini perahu atau kapal yang
merapat di dermaga Pelabuhan Peril;anan Samudra Cilacap dengan

membawa hasil tangkapan laut segera di bawa ke TPI, kemudian

* A. M. Hanafiah & A. M. Saefuddin, Taia Niaga Hasil Perikanan (Jakarta: U Press,
1986), him. 44,



diadakan pembongkaran oleh ABK (Anak Buah Kapal)®. Selain kualitas,
Jenis dan besar kecilnya ikan mempcﬁgaruhi harga di pasaran, maka dari
itu ikan dikelompok-kelompokkan kemudian diletakkan dalam keranjang
yang disediakan oleh petugas lelang’ Setelah dikelompokan ikan
ditimbang oleh Juru Timbang dengan disaksikan pemilik ikan. Untuk
selanjutnya dilakukan pendataan dan pencatatan identitas para bakul ikan
yang akan mengikuti lelang olehjuru lelang. Bagi bakul ikan yang
pertama kali mengikuti lelang atau masih baru diwajibkan menyetor
uang sebesar Rp 1.000.000,- sebagai jaminan.® Setelah peserta lelang
yang datang dianggap cukup jumlahnya lelang segera dimulai.

Juru lelang menawarkan ikan kepada bakul dengan menunjukkan
keadaan ikan yang digelar di balai lclang. Penawaran harga yang
semakin meningkat atau menurun sampai akhirnya terjadi kesepakatan
harga dengan pembeli (bakul). Bakul menyatakan sepakat/setuju dengan
menggunakan isyarat tangan

Setelah' /harga ' ferscbut "' disepakati ‘dan" petugas lelang

mengesahkannya, maka pemenany lelang diwajibkan membayar harga

¢ Wawancara dengan Sutikno (Nelayan), di TPI Pelabuban Perikanan Samudra
Cilacap, tanggal 28 November 2005.

! Wawancara dengan Tugiman (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap, tanggal 28 November 2005.

® Wawancara dengan Suratno Edi (Kepala Sub Urusan Lelang), di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap, tanggal 28 November 2005.

® Wawancara dengan Diyantoro (Juru Tawar), di TPI Pelabuban Perikanan Samudra
Cilacap, tanggal 29 November 2005.



yang telah disepakati ditambah kewajiban membayar biaya retribusi.”®
Pungutan biaya retribusi tidak hanya dibebankan kepada bakul namun
ju,ga nelayan sebagai pemilik ikan."

Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dacrah No. 10
Tahun 2003 pada pasal 12 tentang besamya tarif retribusi TPI sebesar
5% (lima persen) dari hasil lelang dengan perincian 3% (tiga persen)
dipungut dari nelayan dan 2% (dua persen) dipungut dari bakul.

Pembayaran lelang dari bakul ditangani oleh petugas 'I'Pl,,‘yaitu
di bagian Kasir Terima.'? Pembayaran ini biasanya ditunda beberapa hari
atau dihutang oleh bakul. Transaksi pembayaran ada yang melalui
transfer bank ada juga yang langsung.

Pembayaran hasil lelang yang dihutang atau ditunda beberapa
hari oleh bakul membuat nelayan dirugikan, karena mercka
membutuhkan biaya untuk keperluan hidup keluarganya dan juga untuk
modal melaut lagi.”

Pelaksanaan jual beli lelang yang telah begjalan seperti yang ada
di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini terus berkembang dan

menjadi kebiasaan\bagi pengguna|TPL yaitu| petiagas ‘l€lang, bakul dan

' Wawancara dengan H. Hamo (Bakul), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap, tanggal 29 November 2005.

! Wawancara dengan Bera (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap,
tanggal 29 November 2005.

> Wawancara dengan Sudiyono (Kasir Terima), di TPI Pelabuban Perikanan
Samudra Cilacap, tanggal 30 November 2005.

3 Wawancara dengan Pamiarja (Nelayan), di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap, tanggal 29 November 2005.



nelayan. Perkembangan jual beli lelang yang tejadi mungkin telah
memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun
masih muncul pertanyaan apakah hal tersebut telah sesuai dengan hukum
Islam?.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertank untuk
mengetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan jual beli lelang ikan yang
tejadi di TPI Pelabuhun Perikanan Samudra Cilacap. Dan unfuk
memaparkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian serta

pembahasan yang lebih mendalam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimana tinjauan
hukum [slam terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Pelabuhan

Perikanan Samudra Cilacap?.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penclitian:
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka
tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
Untuk menjelaskan kepastian hukum Islam terhadap
pelaksanaan jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap, apakah telah sesuai atau tidak sesuai

dengan hukum Islam.



2. Kegunaan Penelitian

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan padq umumnya
dan hukum Islam pada khususnya, serta menjadi  rujukan
penelitian berikutnya tentang jual beli lelang.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan
jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra

Cilacap.

D. Telaah Pustaka

Sebagai satu sistem kehidupan komprehensif, Islam dipércaya
oleh pemeluknya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan
manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan dunia dan akhirat.
Keduanya merupakan kesatuan integral dan tidak dapat dipisahkan
sesuai dengan karakteristik manusia yang terdin dari unsurjasmani dan
rohani.*Disamping memuat aturan tentang persoalan aqidah dan ibadah,
Islam yang memberikan rambu-rambu tentang persoalan ekonomi, baik
secara implisit maupun eksplisit. Produktivitas dan sikap hidup ber;sahaja
dengan pola ekonomis ditekankan dan dianjurkan oleh Islam agar
manusia tidak menjadi budak ekonomi, melainkan pengendali ekonomi.
Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang

bagaimana seharusnya pertumbuhan  ekonomi dilakukan dan



diusahakan."*

Atas dasar inilah dalam Islam kemudian mensyari'atkan kaidah-
kaidah ekonomi yang dapat meﬁjadi mediasi bagi manusia untuk saling
melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan seperti jual beli,
pesan gadai, transfer, asosiasi, persckutuan tani, dan persetujuan
dagang. "

Adapun kitab-kitab figh yang membahas jual beli di antaranya
adalah Figh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq, Kifayah al-Akhyar karya
Taqiyuddin Abi Bakar, Bidayah al-Mytahid karya Ibnu Rusyd, al-Figh
al-Islamt wa Adillotuh karya Wahbah az-Zuhaili dan masih banyak
kitab-kitab figh lain yang membahas mengenai jual beli.

Kitab-kitab tersebut membahas mengenai jual beli mulai dari
definisi, syarat dan rukun, macam-macam jual beli yang sah dan tidak
sah, macam-macam riba, dan masalah-masalah jual beli lainnya. Akan
tetapi sedikit yang membahas mengenai jual beli Iclang dalam hukum
Islam.

Penjelasan mengenai pelelangan banyak dibahas dalam bukunya
H. Rochmat Soemitro, yang menjelaskan bahwa ¢'penjualan di muka
umum ialah pelelangan dan penjvalan barang yang diadakan di muka
umum dengan persetujuan harga yang semakin meningkat, dengan

persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendafiaran harga

" Taqyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekononi Alternatif: Perspektif Islam,
alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him. 57.

3 Ibid., him. 89.



atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi
tahu tentang pelelangan atau penjualan atan kesempatan yang diberikan
kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar
harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. '

A. M. Hanafiah dan A. M. Saefuddin menjelaskan bahwa
komisioner, makelar dan juru lelang ada perbedaan satu sama lain.
Komisioner dan makelar melakukan penjualan secara pribadi (private
sale) dan barang-barang yang diperjual belikan tidak selalu tersedia di
tempat penjualan. Juru lelang melakukan penjualan umum (public salej
dan barang-barang yang akan dijual selalu tersedia di tempat penjualan
(ruangan pelelangan).”

H. Sallim, Hs, menjelaskan masalah pelelangan benda jaminan.
Yaitu istilah dan pengertian lelang, dasar hukum pelelangan benda
jaminan, jenis-jenis lelang, pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan
benda jaminan, faktor-faktor penyebab terjadinya pelelangan dan kredit
macet, hambatan-hambatan ' dalam- pelaksanaan “pelelangan benda
jaminan dan upaya-upaya mengatasinya.'®

Adapun " dalam_menelusuri, karya /ulis \jlmiah dalam bentuk
skripsi, penyusun menemukan pembahasan mengenai jual beli lelang

yaitu: skripsi yang ditulis oleh Agustyanta Ghufron membahas mengenai

!¢ Rochmat Soemitro, Peraturan dan Insiruksi Lelang (Bandung;: Eresco, 1987).

" A. M. Hanafiah & A. M. Saefuddin, Zara Niaga Hasil Perikanan (Jakarta: Ul
Press, 1986). ‘

' Salim, Hs, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT Raja
Grafindo persada, 2004).
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Jimpitan yaitu pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh bihak
TPl yang dilakukan pada saat penimbangan ikan. Dimana terjadi
pungutan yang dilakukan oleh petugas TPI terhadap hasil tangkapan
nelayan ketika terjadi lelang ikan. Pungutan ini sudah terbiasa terjadi dan
disepakati oleh masing-masing pihak, meskipun pungutan ini tidak
mempunyai dasar hukum yang pasti.'” Dengan demikian penelitian
dalam skripsi ini berkisar tentang jimpitan, mengenai akad tidak dibahas.

Skripsinya Sugiharto membahas mengenai akad jual beli lelang
yang ada di pelelangan ikan Bojomulyo Juwana. Akad pembentukan
harga atau tawar-menawar harga terjadi antara pithak pembeli dan juru
lelang, tidsk hadimya pihak penjual yang dalam hal ini adalah pemilik
ikan sehingga mengakibatkan penjual tidak tahu sama sekali proses
pelaksanaan lelang. Kasus ini tidak sesuai dengan jual beli dalam hukum
Islam karena scharusnya akad pembentukan harga terjadi antara pihak
penjual dan pembeli. Tidak hadimya penjual memungkinkan adanya
kecurangan dalam kesestaian hatga lelang ikan| di “TPI Bojomulyo
Juwana.” Dalam studi ini pembahasan jual beli pelelangan terfokus pada
akad pembentukan harga, sedangkan akad pembayaran hanya sedikit
dibahas.

** Agustyanta Ghufron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksancan Pelelangan
Ikan di Desa Tanjungsari Kecamatan Rembong Kabupaten Rembang” skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

* Sugiharto, “Jual Beli Dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Istam (Stwcdi
Pada Pelelangan Ikan di Desa Bojomulyo Juwana,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). ‘
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Skripsi lain yang membahas tentang jual beli lelang yaitu
skripsinya Syamsul Hidayat membahas tentang akad jual beli lelang
barang jaminan, menitikberatkan permasalahan pada biaya lelang yang
tidak tercantum pada akad, sehingga menimbulkan tidak | adanya
kesepakatan mengenai biaya tambahan yang dipungut ketika terjadi
lelang, walavpun demikian pembeli menerima keputusan akhir
pelelangan ' Kendati skripsi ini membahas mengenai akad pembayaran,
namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah biaya lelang yang
tidak tercantum dalam akad, tidak meneliti pada proses pembayaran.

Berbeda dengan karya ilmiah tersebut di atas, skripsi ini
mengkaji bagaimana proses pembayaran dalam pelelangan yang terjadi
di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

Sejauh penyusun kaji belum ada buku atau karya ilmiah yang
meneliti tentang jual beli lelang ikan seperti yang terjadi di TPI
Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam segala fenomena dalam kehidupan ini merupakan
suatu keadaan yang mengantar manusia untuk bisajlebih jauh mengenal
kebesaran Allah Swt. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah Swt di
dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia,

apabila manusia bisa mengembalikan segala kejadian tersebut sebagai

2l $yamsul Hidayat, "Tinjaan Hulum Idam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang
Jaminan di Perum Pegodaian Cabang Gejayan Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan,
Fakultag Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
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"penjelmaan” Allah Swt untuk menguji manusia. Demikian juga dengan
diciptakannya sumber daya alam berguna untuk 'Imengantar manusia
lebih bersyukur kepada Allah Swt. Allah Swt telah merancang
sedemikian rupa supaya sumber daya alam lebih bermanfaat bagi
manusia, dengan demikian manusia tidak pernah kekurangan dengan
keberadaan sumber daya alam tersebut, kecuali bagi manusia yang tidak
mau memanfaatkannya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk
tidak bersyukur.?

Islam memang tidak memberikan suatu ketentuan yang jelas
mengenai jual beli lelang melainkan discrahkan kepada kebijaksanaan
pihak-pihak yang bersangkutan, akan fetapi dengan kebijaksanaan itu
tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disamping itu Islam juga
tidak memberikan suatu metode terientu terhadap cara-cara jual beli
pelelangan. Walaupun hukum Islam belum menggariskan dengan jelas
ketentuan-ketentuan mengenai jual beli pelelangan, akan tetapi bukan hat
yang tidak mungkin untuk penyelesaiannya. Sebab dalam al-Qur'an dan
al-Hadis'_telah digariskan', masalah /ubungan mu’amalah’ yang
menunjukkan kelonggamn bagi tindakan manusia, Dengan, demikian
hukum Islam dapat diterapkan pada situasi dan kondisi sosial bagaimana
pun.

Dihalalkannya jual beli di dalam Islam merupakan salah satu
solusi Islam atas berbagai permasalahan sosial yang menyangkut

2 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia,
2004), him. 4.
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pemenuhan barang dan berbagai kebutuhan lain. Prinsip dasar keabsahan
Jual beli menurut hukum Islam didasarkan pada firman Allah Swt:
I TS\ PPy I R NP
Dalam al-Qur'an lafaz &% ditemukan pada surat al-Bagarah
(2): 257 dan al-Jumu'ah (62): 9. Lafaz g&» ditemukan pada surat
Ibrahim (4): 31 dan an-Nar (24): 37. Scrta lafaz aS=su ditemukan pada
surat at-Taubah (9): 111,** yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
artinya ‘jual beli' >
Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang
yang lain dengan cara tertentu (akad).”®
Jual beli menurut bahasa artinga memberikan sesuatu kall'ena
ada pemberian_(imbalan_yang tertentu), sedangkan menurut istilah
artinya pemberian harta karena meperima harta dengan ikrar
penyerahan dan jawab pencrimaan ( Gjab dan qabiil) dengan cara yar;g
diizinkan.”
Jual beli lelang dalam islam disebut dengan. jual beli al-

muzayyodah, yaitu jual beli dengan/ menaikan harga penawaran,

2 Al-Bagarah (2): 275.

% Lihat: Muhammad Fuid 'Abd al-Baq, al-Mujam Li Alfiz al-Quran al-Karim (tp.:
Dar al-Fikr, 1981), him. 141.

¥ Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, ol-Qur'an dan Terjemahmya
(Semarang: PT Toha Putra, 1995).

% H_ Sulaiman Rasyid, Figh Islam: Hukum Figh Lenghap (Bandung: PT Sinar Baru
Algensindo, 1994), hlm. 278.

¥ Imam Tagqiyuddin Abi Bakar, Kifayah al-Akhyar, alih bahasa Moh. Rifa'i dkk.
(Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 183.
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artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang
menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan
penawaran harga yang semakin meningkat schingga mencapal
kesepakatan akhir dalam harga jual beli. Scbagaimana sabda Nabi

Saw:
J oy iy Luds g aluy 4o A Sl i ) O
\.433 Aal : d.;;_) dﬁ& (?Cﬂ‘J.U“M 13a L_;‘)'lﬁg O“‘)
Tad 0 o 33 (0) plu gatle df oo (ol Ji ea y
» 450 Lage L (ppad 33 Jayollaeld (a0 0 e 23 e
Hadis di atas menerangkan jual beli lelang. Jual beli al-
Muzayyadah atan jual beli tambah menambah harga atan jual beli
lelang adalah merupakan bentuk jual beli yang sah dan diperbolehkan
dan tidak ada suatu bahaya dalam jual beli tersebut.
Bentuk perniagaan atas dasar rela sama ré]a merupakan salah
satu dari - kemaslahatan, bersama,- karena, kerelaan, disini adalah
merupakan syarat yang dilakukan dalam permiagaan; Scbagaimana

firman Allah Swt:

OS5 Y Qb aSig 2SH gl § 1SS 1 gidd 0 ML

 AbT 'Isa Muhammad bin Tsa bin Surdh, Suman ai-Tirmizi (Bairat: Dar al-Fikr,
1998) III: 522, hadis nomor 1235, “Kitab al-Buyid'," "Bab Ma Ja'a Ji Bai'a Man Yazidu.”
Hadis ini hasan dan hadis ini diketabui dari hadisnya al-Akhdar bin ajlan. "Abdullah al-
Hanafi yang meriwayatkan dari Annas ia adalah Abd Bakar al-Hanafi. Melaksanakan hadis
ini memurut sebagian ulama berpendapat, tidak jadi apa orang yang menjual secara lelang
pada hewan ternak dan harta-harta warisan. Al-Mu'tamir bin Sulaiman dan yang lainnya
telah meriwayatkan hadis ini dari ulama hadis al-Akhdar bin Ajlan. '
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P pSha il Ji eb jlad
Dengan demikian prinsip jual beli adalah saling merelakan

antara penjual dan pembeli tanpa adanya penindasan dan kicuhan.

oA & e pluy e A ha Ll o
Garar dalam berbagai macam akad/transaksi akan bisa
merusak akad itu sendin, baik gararnya itu berupa ketidakjelasan atau
karena ada sesuatu yang meruglkzm Adapun garar karena
ketidakjelasan, seperti menjual ikan di dalam air, maka akadnya tidak
boleh karena ikan itu akan tampak lebih besar bentuknya jika ada di
dalam air dikarenakan pengaruh sinar yang bisa mengubah apa saja.>!
Dalam melakukan jual beli terkandung faedah pelakunya,
meskipun terkadang ada juga yang tidak mengetahui cara jual beli
yang benar sehingga berdampak tidak baik.
Akad jual beli dapat dikatakan sah apabila’ telah terpenuhi
rukun dan syarat-syaratnya. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi
Syarat-syarainya, maka perjanjianjual beli yang dilakukan dinyatakan

batal.

"* An-Nisa’ (4): 29.

* Abi "Isa Muhammad bin "sa bin Surah, Sunan at-Tirmizi (Bairit: Dar al-Fike,
1998) 111: 522, hadis nomor 1235, "Kitab al-Buyii’,” "Bab Ma Ja'a fi Karahiyati Bai'a al-
Gamr._” Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Ibn ‘Abbas, Abii Ssid, dan Annas. Hadis

*! Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedia Figh Umar bin Khatab ra., alih
bahasa M. Abdul Mujieb (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1599), him. 89,
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Adapun rukun jual beli dan syaratnya adalah-

1. Al-'Agidani

Yaitu dua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).

Syarat-syarat menjadi penjual dan pembeli adalah:

a.

Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak
sah jual belinya.

Dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan.

Tidak mubazir/pemboros, sebab harta orang yang mubazir di
tangan walinya.

Balig, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak
yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa,
menurut pendapat sebagian ulama, diperbolehkan jual beli 2

2. Al-Ma'qud ‘alaih

Yaitu barang dan alal pembayaran (harga). Syarat-syarat

benda yang dijual dan alat pembayarannya (uang) adalah:

a

b.

Barang yang dijual harus suci.

Barang yang dijual harus dapat dimanfaatkan.

Barang" yang dijual’ harus' ‘milik~penjual “ataw” di ‘bawah
kekuasaan'orang'yang diberi hak untuk menjualnya.

Penjual harus menyerahkan barang yang dijual.

Barang yang dijual harus dapat diketahui 3

*2 H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam. .., W 279,

* Ahmad "sa ‘Asyur, Figh al-Muyassar fi Mnamalat alih bahasa 'Abdulhamid
Zahwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), him. 26-30.
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3. Sigat (fjab dan qabiil)
Disyaratkan fjab dan gabid yang keduanya disebut sigat akad
adalah sebagai berikut: |

1. Satu sama lainnya berhubungan dalam satu majlis tanpa ada
pemisahan yang merusak.

2. Ada kesepakatan antara jjab dan gabid pada barang, yang saling
mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang tersebut.
Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli dinyatakan
tidak sah. Seperti jika penjual mengatakan: “aku jual kepadamu
barang ini seharga Rp 50,-“ dan pembeli mengatakan: “saya terima
barang tersebut dengan harga Rp 40,-° maka jual beli dinyatakan
tidak sah, karenafjabdan gabill berbeda.

3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madi) seperti perkataan
penjual: “aku telah beli™ dan perkataan pembeli: “aku telah terima™,
atan dengan masa sekarang (mudari’) jika yang diinginkan pada
waktu itujuga; seperti “aku sekarang jual™ dan “aku sekarang beli™.
Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang
menunjukkan ymasa~ datang dan jsemisalnya) maka hal itu baru
merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah

sebagai akad, karena itu tidak sah secara hukum.*

¥ As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Bairit: Dar al-Fikr, 1987) 101 201.
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F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1.

&

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam mnﬂm skripsi ini
adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) karena data
diperoleh dari hasil pengamatan langsung Dalam hal ini objek
penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas jual
beli lelang. Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah
TP1 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi imi adalah perskriptif analitik, ‘yakni
penelitian yang berusaha mencari status hukum yang ada dalam
masyarakat, yaitu perilaku-perilaku dalam jual beh lelang ikan di
TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, kemudian dianalisis dari
sudut pandang hukum Islam.
Pendekatan Masalah

Dalam,_penyusunan  skripsi ini pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan normative yariu apakah prakick jual beli lelang
yang terjadi di TPI Pelabuhan perikanan Samudra Cilacap itu sesuai
atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.
Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, maka

penyusun menggunakan cara:
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a. Observasi/Pengamatan
Pengumpulan data dengan observasi langsung” vaitn
penyusun mengamati langsung ke lokasi untuk mengumpulkan
data tentang pelaksanaan jual beltli lelang ikan di TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap.
b. Interview / Wawancara
Wawancara adalah tekmk pengumpulan data yang
digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan®
Penyusun mewawancarai pihak-pihak y@g terlibat dalam
pelaksanaan jual beh lelang ikan di TPl Pelabuhan Peﬁkmm
Samudra Cilacap. Metode yang digunakan adalah interview
bebas terpimpin, yaitu peneliian yang.bebas mengadakan
wawancara, yang tetap berpyak pada catatan-catatan mengeaai
pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun pihak-pihak yang
diwawancarai ialah:
1) Petugas TPI scbagai pelaksana lelang yang mengetahui cara-
cara jual beli lelang, |
" 2) Nelayan, baik-nelayan pemilik kapal maupun nelayan ABK
yang menjual ikan di TPL
3) Bakul sebagai pembeli atau pemenang lelang yang menjadi

peserta lelang.

3 Moh. Nazir, Metode Penelitian ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 212.

% Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, cet. ke-7 (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2004), him.64.
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¢. Dokumentasi

Penyusunan berusaha untuk memperoleh data yang
berhubungan dengan pelaksanaan jual beli lelang ikan yang
terjadi di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, dengan
jalan meneclusuri dokumen-dokumen yang ada, seperti akta

perjanjian, surat bukti pembayaran, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis
kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yakni berangkat dari norma-
norma hukum Islam untuk menilai perilaku-perilaku  dalam
pelaksanaan jual beli lelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap, sehingga disimpulkan jual beli lelang tersebut sesuai atan

tidak sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab
terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan “untuk mengantarkan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dani tujuh sub bab, yaitu Jatar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka;
kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran umum tentang TPI Pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap, maka dalam bab kedua diuratkan tentang

sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, dan landasan hukum
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didirikan TPL. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai jual beli lelang
secara umum mulai dari pengertian, jenis, persiapan dan pelaksanaan.

Bab ketiga, karena penclitian ini berupa penelitian lapangan,
maka dipaparkan mengenai pelaksanaan jual beli lelang yang terjadi di
TPI Pelabuhan Perikanan Samudra dlmp yang mengetengahkan tugas,
fungsi, dan wewenang petugas, syarat dan kewajiban peserta, proses
pelaksanaan, proses pembayaran, dan proses penyerahan barang.

Setelah mengetahui perihal jual beli lelang secara umum dan
pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap, maka dalam bab keempat merupakan inti pembahasan yaitu
menganalisis jual beli lelang di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap dengan tinjavan hukum Islam dari segi akad, segi barang dan
harga, segi biaya, segi pembayaran dan penyerahan barang.

Bab kelima, mengakhiti pembahasan dengan menampilkan

kesimpulan dan saran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendiskripsikan pelaksanaan jual beli lelang secara

keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun

akhimya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

L.

Jual beli lelang adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena
rukun dan syarat jual beli tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Mekanisme lelang dalam pelaksanaan lelang ikan di TPI pelabuhan
Perikanan Samudra Cilacap pada dasarnya fidak bertentangan dengan
hukum Islam karena ditinjau dan segi akad, segi pelaku akad dan barang
yang dilelang telah sesuai dengan jual beli yang ada dalam Islam.

Proses pembayaran lelang 1kan di ‘TPl Pelabuhan Perikanan Samudra
Cilacap dilakukan dengan cara tunda atan dihutang oleh bakul ikan dengan
alasan jumlah.transaksi/yang besar sehingga bakul tidak membawa uang
tunai dan alasan lain katena modal yang dimitiki bakul sedikit. Padahal
nelayan sebagai pemilik ikan telah mengajukan persyaratan jual beli lelang
dengan pembayaran tunai. Dalam hal ini bakul tidak mememnuhi
persyaratan pembayaran lelang secara tunai, walaupun demikian pihak TPI
sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang

tkan menjadi mediasi dalam pembayaran, yaitu dengan cara TPI
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membayar tunai hasil lelang ikan milik nelayan, dan bakul boleh
membayar dengan cara tunda kepada TPL Sehingéa perselisihan antara
bakul dan nelayan dapat teratasi.

Jual beli lelang ikan di TPI Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap
dilakukan dengan pembayaran tunda, waktu pemb;iyaran tunda telah
disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad, dan pembayarannya
ditulis sebagai bukti surat perjanjian pembayaran, dalam hukum Islam

pembayaran yang ditangguhkan atau ditunda diperbolehkan.

B. Saran-Saran

L.

3.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan perbaikan - sarana
penunjang kegiatan TPI sangat penting, untuk memperlancar pelaksanaan
lelang di TPL

Hendaknya TPI mengutamakan layanan informasi pasar dan penyediaan
fasilitas yang memadai, sehingga dapat meningkatkan produksi dan
penjualan ikan nelayan di TPL

Peraturan-peraturan yang ada hendaknya dilaksanakan dan ditaati scbaik-

baiknya oleh pengguna jasa TPL

4
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